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PUTUSAN 

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bkt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang 

dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara Cerai Talak  antara: 

  PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Koto Baru, 01 Oktober 1999, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat 

tinggal di Kota Bukittinggi. Dalam hal ini menggunakan alamat 

domisili elektronik email: rmdhn575@gmail.com. No HP. 

083890464106. Sebagai Pemohon; 

                                         melawan 

      TERMOHON, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 17 Juni 2001, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat 

tinggal dahulu di Kota Bukittinggi dan tempat tinggal sekarang 

tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik 

indonesia, Sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2023 

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 

257/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 16 Mei mengajukan permohonan cerai talak 

dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan XXX, pada tanggal 02 Desember 2019, sesuai 

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bukittinggi, pada tanggal 02 

Desember 2019; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di 

Kota Bukittinggi sampai berpisah; 

3.  Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya 

suami isteri, namun belum dikaruniai anak; 

4. Bahwa bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 

4.1.Termohon sering berbohong kepada Termohon ketika ada 

permasalahan, jika Pemohon menanyakan Termohon tidak mau 

menjelaskan dan malah Pemohon yang disalahkan; 

4.2. Termohon sering memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan 

banyak yang mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sering 

keluar rumah dan berduaan dengan laki-laki lain;  

4.3. Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon jika ingin keluar rumah, 

bahkan ketika Pemohon sudah ada dirumah Termohon masih belum 

pulang kerumah kediaman; 

4.4. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai istri dan tidak 

menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti ketika Pemohon 

pulang bekerja tidak ada makanan yang tersedia; 

5.  Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

terjadi pada bulan April tahun 2021, ketika itu Pemohon menanyakan 

kepada Termohon tentang berita yang tersebar mengenai Termohon yang 

sering pergi keluar rumah dan berduaan dengan laki-laki lain, saat itu 

Termohon agak marah kepada Pemohon dan menyangkal akan berita 

tersebut, pada awalnya Pemohon juga tidak pernah percaya jika Termohon 

sering pergi dengan laki-laki lain, namun setelah ada banyak orang yang 

mengatakan kepada Pemohon dan bukti juga ada, Termohon merasa 

disudutkan dan langsung keluar dari rumah kediaman bersama, sejak 

meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, Termohon tinggal di 

kodim, bersama ayah dan adiknya, dan 1 bulan sejak Termohon 

meninggalkan Pemohon tepatnya bulan Mei 2021, Termohon ketahuan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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langsung oleh Pemohon sedang berduaan dengan laki-laki lain, sehingga 

membuat Pemohon kecewa dan ingin berpisah dengan Termohon; 

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 tersebut, antara Pemohon dengan 

Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 

2 tahun lamanya; 

7. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon, dan 

Pemohon ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Puhun 

Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan Nomor: 

450/227/Agsosbud-PT/V-2023 tanggal 10 Mei 2023; 

8.  Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon 

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon 

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya 

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

9.  Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

          Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama 

tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta 

memberikan putusan sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

3. Membebankan Pemohon biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDER 

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Termohon 
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telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran 

Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum; 

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk 

tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, 

namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya 

untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena 

Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan 

dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan; 

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan sesuai 

dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua 

Majelis telah menetapkan Court Calender (Jadwal Persidangan secara 

Elektronik) perkara a quo; 

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada 

tanggal 16 Mei 2023 dengan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bkt dalam sidang 

tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa terhadap permohonan Pemohon  tersebut, Termohon tidak 

dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon  tidak 

pernah hadir di muka persidangan; 

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti di persidangan berupa: 

A. Bukti Surat:  

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX, tanggal 12 

April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bukittinggi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, 

di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti. P.1;  

Disclaimer
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 02 Desember 2019, 

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan XXX, Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, bukti 

tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan 

aslinya. Bukti.P.2; 

B. Bukti Saksi 

1. SAKSI  I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

Pangkas Rambut, bertempat tinggal di Kabupaten Agam;. Saksi 

mengaku keponakan  Pemohon di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut:  

-  Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah 

dengan Pemohon biasa dipanggil TERMOHON;  

-  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah 

menikah, saksi megetahui pada tahun 2021, ketika saksi pulang 

merantau; 

-  Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga 

di Kota Bukittinggi sampai berpisah;  

-   Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  

-  Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena 

Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa 

seizin Pemohon;  

-  Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; 

-  Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Pemohon denganTermohon 

berpisah tempat tinggal, namun sekarang Termohon telah menikah 

dan memiliki seorang anak dengan laki-laki lain yang saksi lihat di 

media sosial (Facebook) milik Termohon; 

-  Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Pemohon telah 

berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;  

Disclaimer
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2.  SAKSI  II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Karyawan Cafe (Barista), bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi 

adalah Teman Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan 

Pemohon  namanya Liza TERMOHON;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah 

menikah sekitar tahun 2019 yang lalu: 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina 

rumah tangga di rumah kontrakan yang berada di Kota Bukittinggi 

sampai berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan 

harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat 

kediaman bersama; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi 

meninggalkan tempat kediaman bersama, namun menurut cerita 

Pemohon kepada saksi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

namun Pemohon tidak menceritakan penyebab perselisihan dan 

pertengkaran mereka;  

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, sampai sekarang pun 

saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;  

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, 

namun tidak berhasil;  

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu 

apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon 

putusan; 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada 

berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) 

huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan 

terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut 

Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

Perkawinan,  yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam 

penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat 

Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah 

ternyata bahwa Termohon tidak diketahui dimana alamatnya dan Termohon 

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka sesuai dengan 

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini 

(relative competentie); 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang 

dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan 

ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa 

Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang 

sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai 

hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini 

(persona legal standing in judicio), karenanya Pemohon mempunyai kualitas 

untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan; 
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Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang 

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada 

Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan 

Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang 

dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang 

merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah 

menetapkan Court Calendar (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a 

quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang 

masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi 

dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, 

maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 
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Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang 

berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pe 

mohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah 

hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 

65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim 

telah berupaya seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap 

mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menunggu Termohon kembali, 

akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal  8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan 

permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan 

Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu 

dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini 

adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon mohon 

agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang 

Pengadilan Agama Bukittinggi; 

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini 

adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 mulai tidak rukun dan 

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya 

disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, 
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puncaknya terjadi sejak pada bulan April tahun 2021 dan sejak saat itu antara 

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, 

sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana alamatnya;; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka 

Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah 

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang 

perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan 

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka 

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon 

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil 

posita dan petitum permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta saksi 2 

(dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon 

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu 

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup 

sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan 

telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan 

formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di 

persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti 

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil 

permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 

R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon 

bernama PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 01 

Oktober 1999, agama Islam; 
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Menimbang, bahwa bukti P.2  yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis 

berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, 

khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 

pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen 

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus 

dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara 

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan 

yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan 

karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan 

masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Desember 2019; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan 

Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka 

Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga 

dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang 

saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon 

sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua 

orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah 

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg,. sehingga dengan demikian 

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan; 

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi 

ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 

175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah 
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memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak 

pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat 

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan antara 

Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban 

masing-masing sebagai suami istri sejak 2 (dua) tahun yang lalu; 

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak pernah 

melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi tersebut 

mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu telah terjadi perpisahan 

antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar  2 

(dua) tahun lamanya; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, meskipun hanya 

mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara 

langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, 

Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mempunyai 

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurispridensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 

2005. Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan 

materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga 

keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas bersesuaian 

antara satu dengan yang lainnya dan tidak berlawanan oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat P.1 

dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai 

berikut: 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri 

yang sah sejak  pada tanggal 02 Desember 2019,  namun belum 

dikaruniai 2 anak; 
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 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon 

sering berhubungan khusus dengan laki-laki lain dan Termohon kurang 

menghargai Pemohon sebagai suaminya;  

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang 

hingga kini telah berlangsung selama lebih 2 (dua) tahun lamanya.,  

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon 

dan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena 

Termohon sudah diketahui lagi dimana alamatnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri 

sejak tanggal 02 Desember 2019, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang; 

 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti 

dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon 

sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun 

dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga; 

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon 

dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena 

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;  

 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan 

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan 

saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak 

ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena 

Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun, 

bahkan Termohon telah memiliki anak dari laki-laki lain, dengan demikian 
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penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan 

Termohon adalah perceraian; 

 Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon, 

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al Qur’an 

Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak 

terwujud; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa 

perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah 

sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak 

ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, apalagi 

Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dengan demikian penyelesaian 

yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah 

perceraian; 

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-‘azam mengikrarkan 

talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan 

pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

 وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

 “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimabangan tersebut di 

atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan 

hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya 

permohonan Pemohon (petitum angka 3) yang memberi izin kepada Pemohon 

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum 

beralasan untuk dikabulkan; 

       Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat 

dari gugatan ini cdibebankan kepada Pemohon;  

       Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon  secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (TERMOHON); 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);; 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis 

Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal18 

September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul  Awal 

1445Hijriah oleh Dra. Rasmiati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan 

Efidatul Akhyar, S.Ag..  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan 

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 

tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul  

Awal 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim 

anggota yang sama dan dibantu oleh Embrizal, S.H.I. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara 

elektronik; 

 

Hakim Anggota  

 

 

 

Dra. Hj. Eliza 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Dra. Rasmiati 
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Hakim Anggota  

 

 

Efidatul Akhyar, S.Ag. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Embrizal, S.H.I. 

Perincian Biaya Perkara: 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

PNBP 

a. Pendaftaran Perkara 

b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak 

c. Redaksi 

d. Relaas Penyampaian Putusan 

Proses 

Panggilan 

Pemberitahuan Putusan 

Meterai 

 

: Rp30.000,00 

: Rp20.000,00 

: Rp10.000,00 

: Rp10.000,00 

: Rp50.000,00 

: Rp240.000,00 

: Rp100.000,00 

: Rp10.000,00 

 Jumlah : Rp470.000,00  

(empat ratus tujuh puluh 

ribu rupiah); 
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